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Anggaran jakarta Ketinggalan Kereta

Kementerian Dalam Negeri menyebut keterlambatan pengesahan anggaran DKI melanggar

Gangsar Parikesit

- gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — Péembahasan
rancangan anggaran DKI
Jakarta berkejaran dengan
waktu. Direktur Jenderal
Bina Keuangan Daerah

Kementerian Dalam Negeri-

Syarifuddin ‘mengatakan
tempo untuk mengevaluasi
rancangan Anggaran
Pendapatan dan . Belanja
Daerah (APBD) 2020 DKI
Jakarta® sangat sempit.
Sebab, pemerintah dan
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Jakarta akan men-
jadwalkan paripurna pe-
ngesahan rancangan per-
aturan daerah APED 2020
pada 11 Desember men-

datang.

Syarifuddin menuturkan
Kementerian perlu waktu

sekitar 15 hari untuk

mengevaluasi rancangan
peraturan daerah APBI),
2020. Padahal, setelah eva-
luasi dari Kementerian,
pemerintah DKI masih
harus melaksanakan hasil
evaluasi tersebut. “Kalau
masuk  raperda = APBD
ke Kementerian pada 11
Desember, mepet betul,”

. ‘ujarnya, kemarin,

Pemerintah dan DPRD
Jakarta hingga kemarin sore

tak kunjung menyepakati

rancangan Kebijakan
Umum Anggaran dan
Prioritas Plafon Anggaran
Sementara 2020. Padahal

Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 33 Tahun
2019 tentang: Pedoman

‘Penyusunan APBD 2020

menyebutkan batas akhir
_penetapan

rancangan

APBD 2020 paling lambat

pada 30 November men-
datang.

Artinya, jika penyerahan -

rancangan - APBD oleh
pemerintah DKT ke Kemen-
terian pada 11 Desember
melanggar tenggat. “Ketika
melampauiitu berartisudah

satu step yang dilanggar”

kata Syarifuddin. Namun
dia enggan berkomentar
soal sanksi keterlambatan
itu. “Kalau sanksi, tanya ke
inspektorat jenderal, ya.”
Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang -

Pemerintahan = Daerah
menyebutkan kepala
daerah dan DPRD wajib
menyetujui bersama ran-
cangan peraturan daerah
tentang APBD paling
lambat satu bulan sebelum

 dimulainya tahun anggaran
setiap' tahun. Dewan dan

kepala daerah yang tidak
menyetujui bersama
rancangan peraturan
daerah APBD sebelum
dimulainya tahun anggaran
setiap tahun dikenai sanksi
administratif berupa
tidak dibayarkan hak ke-
uangan yang diatur dalam

‘ketentuan peraturan per-

undang-undangan selama
enam bulan.

Adapun Peraturan
Pemerintah Nomor 12
Tahun 2017  tentang
Pembinaandan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerin-
tahan Daerah menyebutkan
pelanggaran administratif
dalam penyusunan ang-
garan daerah. Hal

anfara kepala daerah dan
anggota DPRD soal. ran-

.cangan Peraturan Daerah -

- pembahasan

itu
termasuk ketldaksepakatan |

tentang APBD.
Sekretaris Daerah

Jakarta Saefullah menga-

takan pengesahan APBD

2020 terlambat katena

106 legislator  Kebon
Sirih baru dilantik pada
26 Agustus lalu. Kemu-
dian; anggota Dewan juga
baru menyelesaikan pem-
bentukan alat kelengkapan
Dewan pada 21 Oktober
lalu. “Itu kan enggak bisa
dielakkan,” ujarnya.
Saefullah  mengatakan
sejauh  ini pemerintah
DKI tidak berpikir untuk
menggunakan peraturan

- gubernur untuk anggaran

daerah tahun depan. Dia
optimistis = pengesahan
rancangan peraturan

~ daerah APBD 2020 bisa

rampung sebelum ° tahun
depan. “Kami akan bahas
bersama-sama  (Dewan)
daripada sendirian (per-
aturan gubernur),” katanya.
Sabtu  lalu, Syarifuddin-
mengatakan pemerintah
DKI memiliki opsi mem-
buat diskresi dengan mener-
bitkan peraturan gubernur
jika ’ pembahasan APBD
2020 tidak bisa rampung
tepat waktu.
AnggotaBadanAnggaran
DPRD  Jakarta, Pantas
Nainggolan, men]elaskan
bahwa pemerintah DKI dan
Dewan tidak melanggar
aturan perihal {enggat
anggaran
daerah2020.“Bukanmelang-
gar, anggaran itu kan ber-
laku sejak 1:; Januari-31
Desember;” katanya.
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